Disclaimer
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PUTUSAN
Nomor 1262/Pdt. G/2016/PA. Tmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara cerai gugat antara:
_ umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan
mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Sindangsari
RT.001 RW. 011 Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang
Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
DASTA HADI KUSUMAH, SH,. dan SAHAL AYNAN,
SH./Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 01 September 2016, selanjutnya disebut
sebagai "Penggugat”;
L AWAN
_umur 53 tahun, agama Islam,
pekerjaan buruh, tempat kediaman di Subanagara RT.002 RW.
002 Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota
Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat":
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca surat-surat perkara ;
Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi
di persidangan ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
01 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tasikmalaya dengan Nomor 1268/Pdt. G/2016/PA. Tmk, dengan perbaikan
dan penambahan seperiunya telah mengajukan gugatan berdasarkan
alasan sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1991, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya
{Kutipan Akta Nikah Nomor 193/71/1891 Tertanggal 16 Mei 1981},

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di kediaman Orang tua Penggugat dan selama
pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan 3
(tiga) orang anak.

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2015 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada
Penggugat.

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus
2015, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah
rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah
tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi
tidak berhasil;

6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi
untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan
apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat
dari pada maslahatnya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian, maka Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara
ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Terguga_

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasakan kepada kuasa
hukum DASTA HADI KUSUMAH, SH,. dan SAHAL AYNAN, SH./Advokat
dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01
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September 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tasikmalaya dengan MNomor : 1429/Reg K/2016/PA.Tmk. tanggal 30
Agustus 2016;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa
Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan sedangkan
Tergugat hanya hadir satu kali pada persidangan tanggal 20 September
2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan
mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya agar dapat
membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Majelis
Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar
diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat
penetapan mediasi bertanggal 21 Juni 2016, akan tetapi mediasi tidak
bisa dilaksanakan karena pada acara mediasi Tergugat tidak pemah hadir
lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan
dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak menyampaikan jawabannya karena pada agenda jawab menjawab
Tergugat tidak hadir lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat berupa :

a. Fotokopi KTP atas nama|ji - <~sgugat) Nomor :
_ Tanggal 10-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor

Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang termyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/71/1991 Tanggal 16 Mei
1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Indihiang Kota Tasikmalaya, Bukii surat tersebut telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P .2;

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga mengajukan
saksi-saksi sebagai berikut :
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I._ umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan

buruh, tempat kediaman di Kp. Sindangsari RT. 04 RW.11, Kelurahan

Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya dibawah

sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut di bawah

sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena keponakan
Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak 15 tahun yang lalu rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat 1 kali Penggugat dan tergugat
bertengkar;

- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi
nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima
dengan keadaan tersebut;

- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun lamanya Penggugat dan
Tergugat telah berpisah rumabh;

- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul
kembali sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi fersebut
kuasa Penggugat membenarkannya dan tdak mengajukan
pertanyaan kepada saksi;

2. I rur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan

wirasasta, tempat kediaman di Kp. Sindangsari RT.02 RW.11,

Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya di

bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena keponakan
Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2014 yang lalu rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;,
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- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan tergugat
bertengkar;

- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi
nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima
dengan keadaan tersebut;

- Bahwa sejak selama kurang lebih 1 tahun lamanya Penggugat dan
Tergugat telah berpisah rumah;

- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul
kembali layaknya suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering dirukunkan, akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa
Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada
saksi;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam kesimpulannya secara
lisan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon
kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat wuraian
pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam
berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasakan kepada kuasa
hukum DASTA HADI KUSUMAH, SH,. dan SAHAL AYNAN, SH./Advokat
dan Penasehat Hukum, sehingga kuasa hukum tersebut dapat diterima
untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82
Undang-undang Nomeor : 7 tahun 1989 majelis hakim telah berusaha
maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya, akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu untuk memenuhi pasal 7 ayat (1)
PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan
kepada Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya agar diadakan acara
mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil,
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sebagaimana laporan mediator (Drs. Abun Bunyamin, SH.) bertanggal 27
September 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto copy KTF) yang merupakan
akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat
tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materill, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig
en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan cleh
pejabat yang berwenang dan isi bukti tersebut telah sejalan yang
menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai
suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, seta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende
bewijskrachi);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan
gugatannya dengan alasan sejak Januari tahun 2015, rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah
nafkah sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut sehingga
puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur selama
kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak menyampaikan jawabannya karena hanya hadir satu kali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-ocrang yang dekat dengan
suami isteri itu tentang keadaan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya
Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dipertimbangkan di
bawah ini:
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Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah,
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145
ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai
hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat yang pernah dilihat langsung sebanyak 1
kali, adalah fakia yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan cleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembukiian dan dapat
diterima sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1875 jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah,
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145
ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai
hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat yang secara langsung sering dilihat
langsung oleh saksi, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat. oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171
HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172
HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan
Tergugat, bukti P.1, dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti
fakta kejadian sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya,

2, Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang
menikah pada tanggal 16 Mei 1991 di Kecamatan Indihiang Kota
Tasikmalaya;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan dan dikaruniai 3 orang anak;

4.  Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun bulan
Januari tahun 2015 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering
berselisih dan bertengkar,

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang
memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak
menerima dengan keadaan tersebut,

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun
lamanya, keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak
keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati
Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan
Tergugat;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat
dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat
rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

l. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota

Tasikmalaya;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang sah;
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3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun, telah teriadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus,

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, dengan tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis
Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
pecah (marriage breakdown) sehingga rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi
(onheel baar tweespalf),

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu
perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis dapat
mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan
(2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.
Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan
kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah
dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan, maka masing-masing
pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan
dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (persona standi in
Judicio), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan
Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun
dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,
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Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap
bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat maka hal ini
menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari
Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim
sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-
Igna juz Il halaman 133 yag dijadikan sebagai pendapat Majelis
sebagai berikut:

Lilk | ldl adde 3l lga g3 da g3l A8 axe a3
Artinya: “Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka ferhadap
suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)
nya dengan talak satu;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespaif), sehingga
tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah,
warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana
dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak
terwujud;

Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih
besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan
daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah;

fllaall s e athe sulial) ¢ 3

“Menolak kerusakan lebifh didahulukan dari pada mengambil
kebaikan®

Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f} Kompilasi
Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
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Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat
telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan
berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan
Tergugat belum pemah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap
Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf ¢, Kompilasi Hukum
Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan
menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat
hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak
dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 206 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara
bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No.
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomeor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan
ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
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lcatat dalam gaftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah),

Demikian Putusan ini djatunkan pada hari Selasa tanggal 25
Oktober 2016 Masehi berlepatan dengan fanggal 24 Muharam 1438
Hiriyah, oleh kami Toha Marup, S.Ag., MA. sebagal Hakim Kefua Majelis
serta HM. Jazull, S.Ag. MH. dan Elis Marliani, $.Ag., MH. masing-masing
sebagal Hakim Anggota putusan mena pada hari itu juga dibacakan dalam
persidangan terbuka uniuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
dihadir para hakim anggota dan Drs. M. Jam sebagai pantera penggant
serta dihadir oleh kuasa Penggugat dan Tergugat

Kehi2 Majells
T“ERM ﬁl

k-( 599&%34

RLIFIRR

ot mtarup, S.Ag. MA.
Hakim Anggofa Hakim Anggota

Marliani,S.Ag., MH.

Panitera Pengganti
i f
//.' ﬂ{/é/ )
/x‘-l""—'——u.

[ Drs. M. Jam
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Perincian Biaya Perkara ;

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses . Rp. 40.000 -
3. Biaya Panggilan : Rp 375.000,-
4. Biaya Redaksi . Rp. 5.000,-
5. Biaya materai .__Rp. 6.000.-
Jumiah Rp. 456.000,-

(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Catatan .

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak
tanggal... |11l -0 @
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